LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ! 66/PMK.04/2018

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN,
DAN  PENCABUTAN NOMOR POKOK
PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

A. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH ......... (1)
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
............ (2) e,
JALAN ........... () .

...... 4)..ces eeeeni(5).nnnn.
ATAS NAMA ....... (6)..cunn
NOMOR : ..... 7).....

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ...... (2)....... Nomor
..... (8)..... Tanggal .......(9)......, kami:

1. Nama L e, (@0 ) PP

NIP P (G T

Pangkat/golongan N (12) i,

Jabatan L e, (13) i
2. Nama N (@)

NIP L e (A1)

Pangkat/golongan N (@2

Jabatan T (13) i,

3. dst.

Pada hari ......... (14)........... tanggal ........... (15).eennenn. bulan ....... (16)...... tahun ........... (17)eeiinnnnns ,
telah melakukan pemeriksaan lokasi yang akan digunakan sebagai .......... (€ () - atas
nama ........ (6)cnevnnnn. yang beralamat di ...... (18)..... atas permohonan ...... (19)....... nomor ........ (@10)
tanggal ........ (21)....... ,

Pada pemeriksaan diperoleh informasi sebagai berikut:

1. luas tanah atau area lokasi ........ (22)........ meter persegi.
2. luas bangunan ....... (23)...nnene meter persegi.

3. batas-batas lokasi:

Utara D e (24)...........

Selatan D e (24)...........

Timur N (24)...........

Barat D e (24)...........

4, koordinat/geolokasi : ........... (25)ceinnnnn.

5. Bangunan tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan
bagian yang dimintakan izin.

6. Bangunan tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal.

7. Bangunan berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum.

Kesimpulan:

Lokasi bangunan yang akan digunakan sebagai ........... (G - Joeeeneeens (@4°) - persyaratan yang
ditetapkan. Bersama berita acara pemeriksaaan lokasi ini, terlampir gambar denah situasi sekitar lokasi,
bangunan, atau tempat usaha dan gambar denah dalam lokasi ......... () P PRI (5).ccininns atas nama
.......... () P

Demikian berita acara pemeriksaan lokasi ini kami buat dengan sebenarnya.



Mengetahui, Pemeriksa I,

Pemohon

Pemeriksa 11,



Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3)
Nomor (4)

Nomor (5)
Nomor (6)

Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)

Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)
Nomor (18)

Nomor (19)
Nomor (20)
Nomor (21)
Nomor (22)
Nomor (23)
Nomor (24)
Nomor (25)

Nomor (26)
Nomor (27)
Nomor (28)

PETUNJUK PENGISIAN

Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

w

Diisi dengan tipe dan nama Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai, misalnya
Madya Pabean C Manado”.

Tipe

Diisi dengan alamat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Diisi dengan jenis lokasi kegiatan usaha, misalnya pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha
importir, tempat usaha penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil tembakau”, “hasil pengolahan tembakau

"W

lainnya”, "“minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil alkohol”.

Diisi dengan nama pabrik, tempat penyimpanan, importir, penyalur, atau tempat penjualan
eceran, misalnya PT Cukai.

Diisi dengan nomor berita acara pemeriksaan lokasi.

Diisi dengan nomor surat tugas pemeriksaan lokasi.

Diisi dengan tanggal surat tugas pemeriksaan lokasi.

Diisi dengan nama Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lokasi.

Diisi dengan Nomor Identitas Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan
lokasi.

Diisi dengan pangkat dan golongan Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan Lokasi.
Diisi dengan jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lokasi.

Diisi dengan hari dilakukannya pemeriksaan lokasi.

Diisi dengan tanggal dilakukannya pemeriksaan lokasi.

Diisi dengan bulan dilakukannya pemeriksaan lokasi.

Diisi dengan tahun dilakukannya pemeriksaan lokasi.

Diisi dengan alamat lengkap pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan nama orang yang mengajukan permohonan.
Diisi dengan nomor surat permohonan pemeriksaan lokasi.
Diisi dengan tanggal surat permohonan pemeriksaan lokasi.
Diisi dengan luas tanah lokasi yang diperiksa.

Diisi dengan luas bangunan lokasi yang diperiksa.

Diisi dengan batas-batas lokasi.

Diisi dengan titik koordinat/geolokasi pada pintu utama untuk memasuki lokasi, misalnya titik
koordinat PT Cukai adalah (-6.2063198,106.8762640);

Diisi dengan "*memenuhi” atau “tidak memenuhi”.
Diisi dengan nama kota tempat pembuatan berita acara pemeriksaan lokasi
Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun tempat pembuatan berita acara pemeriksaan lokasi.



FORMAT PERMOHONAN NPPBKC

Nomor @ ... (@) FE T

Lampiran ... (@2 T

Perihal Permohonan Mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha
Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai ........ (3)......
............. (4)iiiininnnn.

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia

u.p. Kepala Kantor Bea dan Cukai .......... (5)iinnnn.

o [ (-

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama e (2 T ;
pekerjaan/jabatan (€2 P ;
alamat s (9) i ;
nomor telepon I L (@N0) P ;
alamat posel (e-mail) 1 e (1) ;
Bertindak atas nama:
nama pemilik 1 (12)eiiiiiiiiiiienes ;
alamat pemilik 1 (13) s ;
NPWP pemilik 1 (14) i ;
nomor telepon 1 (15) i ;
alamat posel (e-mail) @ (16)eeiiiiiiiiiiiiiiins ;
Mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPBKC sebagai ......... () T Barang Kena Cukai Berupa
......... (4)........ dengan rincian sebagai berikut:
1. Perusahaan:
a. NAMa L e (17) s ;
b. alamat T (18) i, ;
C. NPWP (19) i ;
d. nomor telepon 1 (20) i ;
e. alamat posel (e-mail) 1 (21) i, ;
2. Lokasi Pabrik/Tempat Penyimpanan/Tempat Usaha Importir/Tempat Usaha Penyalur/Tempat
Penjualan Eceran*):
a. Lokasi 1 :
1) kegunaan I e (22) i ;
2) alamat (23) i ;
3) kelurahan/desa .. (24)......... RT/RW ..... (25)..... ;
4) kecamatan i L (26)eiiiiiiiiiiiiiiiiiinnns ;
5) kabupaten/kota @ (27) e, ;
6) Provinsi 1 e (25 P ;
7) koordinat/geolokasi : ..., (29) i ;
b. Lokasi 2 :
1) kegunaan I e (22) i ;
2) alamat (23) i ;
3) kelurahan/desa .. (24)......... RT/RW ..... (25)..... ;
4) kecamatan i L (26)eiiiiiiiiiiiiiiiiiinnns ;
5) kabupaten/kota @ (27) e, ;
6) Provinsi 1 e (25 P ;
7) koordinat/geolokasi : ..., (4°) T ;
C. dst.
3. Izin usaha dari instansi terkait :
a. jenisizin 1 e (30) i ;
b. o 2 T o (31) s ;
C. tanggal (32) i ;
4. Luas lokasi, luas bangunan, dan batas-batas lokasi yang akan dijadikan tempat usaha sebagaimana
tertera dalam berita acara pemeriksaan lokasi nomor ........... ((S15) T tanggal .......... (34).cennn.s
5. Lampiran-lampiran:
a. berita acara pemeriksaan lokasi;
b. salinan/fotokopi izin usaha dari instansi terkait;
C. daftar mesin yang digunakan untuk membuat dan/atau mengemas barang kena cukai telah
dimiliki (khusus untuk pabrik);
d. daftar penyalur tingkat pertama (khusus untuk pabrik hasil tembakau); dan
e. lampiran lainnya.



Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Dibuat di ............. (35)iiiiiininnnne. ;
pada tanggal

.................. (36)cieiiininnn;
Pemohon,

Materai

.................. (7))

*) Pilih yang diperlukan



Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)

Nomor (4)

Nomor (5)
Nomor (6)

Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)

Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)
Nomor (18)
Nomor (19)
Nomor (20)
Nomor (21)

Nomor (22)

Nomor (23)
Nomor (24)
Nomor (25)
Nomor (26)
Nomor (27)
Nomor (28)
Nomor (29)

Nomor (30)

Nomor (31)
Nomor (32)
Nomor (33)
Nomor (34)
Nomor (35)
Nomor (36)

PETUNJUK PENGISIAN

Diisi dengan nomor surat yang dibuat oleh pemohon.
Diisi dengan jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya satu berkas.

Diisi dengan jenis kegiatan usaha, misalnya pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan,
importir, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran.

Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya "hasil tembakau”, "hasil pengolahan tembakau

lainnya”, "minuman mengandung etil alkohol”, atau "etil alkoho

|"

Diisi dengan nama kantor tempat pengajuan permohonan NPPBKC, misalnya "Manado”.

Diisi dengan nama kota Kantor Bea dan Cukai tempat pengajuan permohonan NPPBKC, misalnya
"Manado”.

Diisi dengan nama lengkap orang yang mengajukan permohonan NPPBKC.
Diisi dengan pekerjaan/jabatan orang yang mengajukan permohonan NPPBKC.
Diisi dengan alamat lengkap orang yang mengajukan permohonan NPPBKC.
Diisi dengan nomor telepon orang yang mengajukan permohonan NPPBKC.

Diisi dengan alamat posel (e-mail) atau surat elektonik orang yang mengajukan permohonan
NPPBKC.

Diisi dengan nama lengkap pemilik perusahaan yang bersangkutan.

Diisi dengan alamat lengkap pemilik perusahaan yang bersangkutan.

Diisi dengan NPWP pemilik perusahaan yang bersangkutan.

Diisi dengan nomor telepon pemilik perusahaan yang bersangkutan.

Diisi dengan alamat posel (e-mail) atau surat elektonik pemilik perusahaan yang bersangkutan.
Diisi dengan nama perusahaan yang dimintakan izin berupa NPPBKC.

Diisi dengan alamat lengkap perusahaan yang dimintakan izin berupa NPPBKC.

Diisi dengan NPWP perusahaan yang dimintakan izin berupa NPPBKC.

Diisi dengan nomor telepon perusahaan yang dimintakan izin berupa NPPBKC.

Diisi dengan alamat posel (e-mail) atau surat elektonik perusahaan yang dimintakan izin berupa
NPPBKC.

Diisi dengan kegunaan lokasi bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan/atau tangki atau
wadah lainnya, misalnya "membuat barang kena cukai”, "mengemas barang kena cukai”,
"menyimpan bahan baku atau bahan penolong”, "menimbun barang kena cukai yang selesai
dibuat”, dan/atau "menimbun barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya”.

Diisi dengan nama jalan dari lokasi/tempat usaha.

Diisi dengan nama kelurahan/desa dari lokasi/tempat usaha.

Diisi dengan angka yang menunjukkan RT dan RW dari lokasi/tempat usaha.
Diisi dengan nama kecamatan dari lokasi/tempat usaha.

Diisi dengan nama kabupaten/kota dari lokasi/tempat usaha.

Diisi dengan nama provinsi dari lokasi/tempat usaha.

Diisi dengan titik koordinat/geolokasi pada pintu utama untuk memasuki lokasi/tempat usaha,
misalnya titik koordinat adalah “(-6.2063198, 106.8762640)".

Diisi dengan nama dokumen:

izin usaha dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian atau
penanaman modal, dalam hal Orang mengajukan permohonan NPPBKC sebagai Pengusaha
Pabrik, misalnya "Izin Usaha Industri” atau;

izin usaha dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan, penanaman
modal, atau pariwisata, dalam hal Orang mengajukan permohonan NPPBKC sebagai Pengusaha
Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, misalnya
"Surat Izin Usaha Perdagangan”.

Diisi dengan nomor izin usaha dari instansi terkait dari dokumen yang diisikan pada Nomor (30);
Diisi dengan tanggal izin usaha dari instansi terkait dari dokumen yang diisikan pada Nomor (30);
Diisi dengan nomor berita acara pemeriksaan lokasi.

Diisi dengan tanggal berita acara pemeriksaan lokasi.

Diisi dengan nama kota permohonan NPPBKC dibuat.

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun permohonan NPPBKC dibuat.



B.1. DAFTAR MESIN YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBUAT DAN/ATAU
MENGEMAS BARANG KENA CUKAI TELAH DIMILIKI
(KHUSUS UNTUK PABRIK)

. . Nomor Tahun Status Kapasitas
No. Jenis Merek Tipe Mesin Pembuatan | Penguasaan | Terpasang Keterangan
...(3)... ..(4)... ...(5)... ...(6)... . (7)... ...(8)... ...(9)... ...(10)...
..(3)... ..(4)... ...(5)... ...(6)... . (7)... ...(8)... ...(9)... ...(10)...
. ..(3)... .. (4)... ...(5)... ...(6)... . (7)... ...(8)... ...(9)... ...(10)...
dst. .(3)... ..(4)... ...(5)... ...(6)... (7)... ..(8)... ..(9)... ...(10)...
Dibuat di ............. (11)eiiiiiiinnnnn, ;
pada tanggal
............. (12)iiiiennes;
Pemohon,
Materai




Nomor (1)

Nomor (2)
Nomor (3)

Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)

PETUNJUK PENGISIAN

Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya "hasil tembakau”, "hasil pengolahan tembakau

/N

lainnya”, "minuman mengandung etil alkohol”, atau "etil alkohol”.
Diisi dengan nomor surat permohonan yang dibuat oleh pemohon.

Diisi dengan jenis mesin yang telah dimiliki, misalnya mesin pencampur, mesin pelinting, mesin
pengemas.

Diisi dengan merek mesin yang telah dimiliki.

Diisi dengan tipe mesin yang telah dimiliki.

Diisi dengan nomor mesin yang telah dimiliki.

Diisi dengan tahun pembuatan mesin yang telah dimiliki.

Diisi dengan status penguasaan mesin yang telah dimiliki, misalnya milik sendiri, sewa, dsb.
Diisi dengan kapasitas terpasang mesin yang telah dimiliki.

Diisi dengan keterangan lainnya yang diperlukan.

Diisi dengan nama kota lampiran permohonan NPPBKC dibuat.

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun lampiran permohonan NPPBKC dibuat.

Diisi dengan nama lengkap orang yang mengajukan lampiran permohonan NPPBKC.



B.2.

DATA PENYALUR YANG LANGSUNG MEMBELI BARANG KENA CUKAI

DARI PENGUSAHA PABRIK
(KHUSUS UNTUK PABRIK HASIL TEMBAKAU)

No. Nama NPWP Alamat Keterangan
Penyalur Penyalur
..... 3)..... ve(4).. . veenn(5).nn. R ()
..... (3)..... v (4). . ceeea(5)..n. N () I
3 | .. 3 @)..... | .. 5)e... | (6).....
dst. | ... 3 @)..... | 5)e... | (6).....
Dibuat di ............. (2 TP ;
pada tanggal ............. (8)cevvvinnnnn. ;
Pemohon,
Materai
............. () I




Nomor (1)

Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)

PETUNJUK PENGISIAN

Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya "hasil tembakau”, "hasil pengolahan tembakau

/N

lainnya”, "minuman mengandung etil alkohol”, atau "etil alkohol”.

Diisi dengan nomor surat permohonan yang dibuat oleh pemohon.

Diisi dengan nama penyalur.

Diisi dengan NPWP penyalur.

Diisi dengan alamat lengkap penyalur.

Diisi dengan keterangan lainnya yang diperlukan.

Diisi dengan nama kota lampiran permohonan NPPBKC dibuat.

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun lampiran permohonan NPPBKC dibuat.
Diisi dengan nama lengkap orang yang membuat lampiran permohonan NPPBKC.



Menimbang

Mengingat :

Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN NPPBKC

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR ............ (1)eeereinnnnn.
TENTANG
PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI SEBAGAI
....... (2)eceevs veeeee(3)en..... KEPADA ........(4)........ DI
........ (5)eenn.

MENTERI KEUANGAN,

a. bahwa persyaratan untuk memperoleh NPPBKC sebagai ......... (2)eiiiiiis s (3).e...ns ,
telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..../PMK.04/2018 tentang Tata Cara
Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;

b. bahwa ........ 4)....... telah menyampaikan permohonan dengan nomor ........ (6).ennn.n.
tanggal ......... (7)eeinnnnne. dengan melampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan di bidang cukai mengenai Nomor Pokok Pengusaha Barang
Kena Cukai;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha
Barang Kena Cukai sebagai .......... (2)eiiiens s (3)....... , Kepada ....... 4)....... di

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4917);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian,
Pembekuan, dan Pencabutan, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG
KENA CUKAI SEBAGAI ......... (23 T (€S) KEPADA ......... 4)........ DI........ (5).......
Memberikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai ........ (2).uenn.
.......... (3)........ dengan rincian:
1. NPPBKC P (€3) FETTI T
2. nama perusahaan R, ()
3. alamat perusahaan L e () T
4, NPWP perusahaan P, (@10) P
5. nama pemilik P, (@) P
6. alamat pemilik P, (12)iiiiiiiinenns
7. NPWP pemilik P, (13)eiiiiiiiiiennns
8. lokasi 1. (14).ciiiiiiinnnns

2. e (14)iciiiiennn.

3 dst.
9. kantor yang mengawasi R (15) i,

Dalam hal ........ (72 P ()T sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tidak
mematuhi peraturan perundang-undangan, maka NPPBKC yang telah diberikan dapat dicabut dan
yang bersangkutan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.

NPPBKC tidak dapat dipindahtangankan dan dapat ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku

........ (16)........

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
S €% N

2. e, (17,



Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di .......... (18).cvinnnnens
pada tanggal .......... (19).ceinnnnn.



Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)

Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)

Nomor (10)

Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)

Nomor (15)

Nomor (16)

Nomor (17)
Nomor (18)
Nomor (19)
Nomor (20)

Nomor (21)
Nomor (22)

PETUNJUK PENGISIAN

Diisi dengan nomor surat keputusan.

Diisi dengan jenis kegiatan usaha, misalnya pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan,
importir, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran.

Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil tembakau”, “hasil pengolahan tembakau

"W

lainnya”, “minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil alkohol”.

Diisi dengan nama pabrik, tempat penyimpanan, importir, penyalur, atau tempat penjualan
eceran yang diberikan NPPBKC.

Diisi dengan lokasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha penyalur,
atau tempat penjualan eceran yang diberikan NPPBKC.

Diisi dengan nomor surat permohonan NPPBKC.
Diisi dengan tanggal surat permohonan NPPBKC.
Diisi dengan angka yang menunjukkan NPPBKC.

Diisi dengan alamat lengkap pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran, yang menyelenggarakan administrasi pemenuhan
Undang-Undang.

Diisi dengan NPWP pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, penyalur, atau
pengusaha tempat penjualan eceran, (NPWP badan hukum dalam hal pengusaha pabrik,
pengusaha tempat penyimpanan, importir, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran,
merupakan badan hukum, NPWP pemilik dalam hal pengusaha pabrik, pengusaha tempat
penyimpanan, importir, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran merupakan orang
pribadi).

Diisi dengan nama pemilik pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan alamat lengkap pemilik pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat
usaha penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan NPWP pemilik pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan alamat lengkap semua lokasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir,
tempat usaha penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan nama kantor yang mengawasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir,
tempat usaha penyalur, atau tempat penjualan eceran, misalnya "Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang”.

Diisi dengan masa berlaku Keputusan:

1. selama pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, atau importir, masih
melakukan kegiatan usahanya. Misalnya, "berlaku selama pengusaha pabrik masih
melakukan kegiatan usahanya”;

2. tanggal berakhirnya keputusan, bagi penyalur, dan pengusaha tempat penjualan eceran,
misalnya ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2018, maka "berlaku sampai dengan tanggal
31 Maret 2023".

Diisi dengan pihak yang mendapat salinan keputusan.
Diisi dengan nama kota dimana keputusan ditetapkan.
Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.

Diisi dengan nama Kantor yang menetapkan keputusan, misalnya Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang”.

Diisi dengan nama kepala kantor yang menandatangani keputusan.
Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepala kantor yang menandatangani keputusan.



D. FORMAT PIAGAM NPPBKC

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

(NPPBKC)
SEBAGALI ...... (&) T (2).......
................ () T

Diberikan kepada :
1. Nama Perusahaan T, ()i
2. Alamat Perusahaan R, (5) i
3. NPWP Perusahaan N ((S) T
4, Nama Pemilik . (72 P
5. Alamat Pemilik R, (€30 P
6. NPWP Pemilik N (€5 P
7. Lokasi T, (@0 ) P
8. Kantor Pelayanan yang mengawasi R, (@ P
NPPBKC ini berlaku ...... (12).eennnnnn. , dengan ketentuan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

....... (13)eeies, e (14) e

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR ..... (15)..c........
................... (16) e



Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3)
Nomor (4)

Nomor (5)

Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)

Nomor (11)

Nomor (12)

Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)

Nomor (16)

Nomor (17)

PETUNJUK PENGISIAN

Diisi dengan jenis kegiatan usaha, misalnya pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan,
importir, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran.
Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya "hasil tembakau”, "hasil pengolahan tembakau

mon

lainnya”, "minuman mengandung etil alkohol”, atau "etil alkohol”.
Diisi dengan angka yang menunjukkan NPPBKC.

Diisi dengan nama pabrik, tempat penyimpanan, importir, penyalur, atau tempat penjualan
eceran yang diberikan NPPBKC.

Diisi dengan alamat lengkap pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran, yang menyelenggarakan administrasi pemenuhan
Undang-Undang.

Diisi dengan NPWP pabrik, tempat penyimpanan, importir, penyalur, atau tempat penjualan
eceran yang diberikan NPPBKC.

Diisi dengan nama pemilik pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan alamat lengkap pemilik pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat
usaha penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan NPWP pemilik pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan alamat lengkap masing-masing lokasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha
importir, tempat usaha penyalur, atau tempat penjualan eceran yang diberikan NPPBKC.

Diisi dengan nama kantor yang mengawasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir,
tempat usaha penyalur, atau tempat penjualan eceran, misalnya "Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang”;

Diisi dengan masa berlaku Keputusan:

1. selama pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, atau importir, masih
melakukan kegiatan usahanya. Misalnya berlaku selama pengusaha pabrik masih
melakukan kegiatan usahanya;

2. tanggal berakhirnya keputusan, bagi penyalur, dan pengusaha tempat penjualan eceran,
misalnya ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2018, maka berlaku sampai dengan 31 Maret
2023.

Diisi dengan nama kota dimana NPPBKC diterbitkan.
Diisi dengan tanggal NPPBKC diterbitkan.

Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan NPPBKC, misalnya Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang”.

Diisi dengan nama kepala kantor yang menandatangani NPPBKC, atau pejabat yang diberi
wewenang sesuai peraturan perundang-undangan untuk menandatangani NPPBKC.

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepala kantor yang menandatangani NPPBKC, atau
pejabat yang diberi wewenang sesuai peraturan perundang-undangan untuk menandatangani
NPPBKC.



E. SIMULASI PENOMORAN NPPBKC

SIMULASI PENOMORAN NPPBKC

Penomoran NPPBKC terdiri dari NPWP Pengusaha Barang Kena Cukai yang bersangkutan, kode Kantor Bea
dan Cukai dan/atau Nomor Induk Berusaha. NPWP Pengusaha Barang Kena Cukai yang digunakan adalah NPWP
kantor pusat Pengusaha Barang Kena Cukai, dengan contoh sebagai berikut:

1. KPPBC A menerima permohonan untuk memperoleh NPPBKC dari PT AA. KPPBC A menyetujui permohonan
tersebut, sehingga diberikan penomoran sebagai berikut:

XX XXX XXX. X~ + XXXXXX + XXXXXXXXX = XXXXXXXXX=XXXXXX~
XXX . XXX XXXXXXXXXX
NPWP Kode Nomor NPPBKC
Kantor Induk
Bea Berusaha
dan
Cukai
2. KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus menerima permohonan untuk memperoleh NPPBKC dari PT AA, dengan
rincian:

a. PT AA memiliki NPWP dengan nomor 11.222.333.4-555.666;
b. KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus memiliki kode kantor 060300; dan/atau
C. Nomor Induk Berusaha untuk PT AA adalah 123456789 (dalam hal sudah diterapkan)

KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus menyetujui permohonan tersebut, sehingga diberikan penomoran sebagai
berikut:

11.222.333.4 + 060300 + 123456789 = 112223334-060300-
123456789
NPWP Kode Nomor Induk NPPBKC
Kantor Berusaha
Bea dan

Cukai



F. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN NPPBKC ATAS PERMOHONAN PERPANJANGAN NPPBKC

Menimbang

Mengingat

Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR ............ (1)eeeierrnen.
TENTANG
PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI SEBAGAI
....... (2)evevees veeeee(3)nen... KEPADA ........(4)........ DI
........ (5)cene..

......... (7)......... tanggal .........(8)......... dengan melampirkan persyaratan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang cukai mengenai NPPBKC;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perpanjangan Nomor Pokok Pengusaha
Barang Kena Cukai Sebagai ......... @23 PP () P , Kepada ......... (4)iiinnns di

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4917);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian,
Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN NOMOR POKOK PENGUSAHA
BARANG KENA CUKAI SEBAGAI ......... (2)iiiiiin s () P KEPADA ......... (GO DI
......... (5).cennnn.
Memberikan Perpanjangan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai
......... (2)eeiieves eviiennn(3)......... sebagaimana dimaksud dalam .........(6)......... dengan rincian:
1 NPPBKC P () PP
2 nama perusahaan R (4)eiiiiiiiiinns
3 alamat perusahaan T, (@0 )
4, NPWP perusahaan R, (@D P
5. nama pemilik N (@72 P
6 alamat pemilik T, (13)eiiiiiiiiinnns
7 NPWP pemilik P (G P
8 lokasi ol (15) i,

2. . (@) T

3 dst.
9 kantor pelayanan yang mengawasi : ......cociieiininns (16).ieiniiniennnn.

Dalam hal ......... (2)eiiiii s () . sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tidak
mematuhi peraturan perundang-undangan, maka NPPBKC yang telah diberikan dapat dicabut dan
yang bersangkutan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.

NPPBKC tidak dapat dipindahtangankan dan dapat ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ...... 17)........ dan berlaku sampai

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.



Ditetapkan di
pada tanggal



Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)

Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)

Nomor (15)

Nomor (16)

Nomor (17)

Nomor (18)

Nomor (19)
Nomor (20)
Nomor (21)
Nomor (22)

Nomor (23)
Nomor (24)

PETUNJUK PENGISIAN

Diisi dengan nomor surat keputusan.

Diisi dengan jenis kegiatan usaha, misalnya pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan,
importir, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran.

Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil tembakau”, “hasil pengolahan tembakau

"W

lainnya”, "“minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil alkohol”.

Diisi dengan nama pabrik, tempat penyimpanan, importir, penyalur, atau tempat penjualan
eceran yang diberikan perpanjangan NPPBKC.

Diisi dengan lokasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha penyalur,
atau tempat penjualan eceran yang diberikan perpanjangan NPPBKC.

Diisi dengan keputusan mengenai pemberian NPPBKC

Diisi dengan nomor surat permohonan perpanjangan NPPBKC.
Diisi dengan tanggal surat permohonan perpanjangan NPPBKC.
Diisi dengan angka yang menunjukkan NPPBKC.

Diisi dengan alamat lengkap pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran, yang menyelenggarakan administrasi pemenuhan
Undang-Undang.

Diisi dengan NPWP pabrik, tempat penyimpanan, importir, penyalur, atau tempat penjualan
eceran yang diberikan perpanjangan NPPBKC.

Diisi dengan nama pemilik pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan alamat lengkap pemilik pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat
usaha penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan NPWP pemilik pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan alamat lengkap semua lokasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir,
tempat usaha penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan nama kantor yang mengawasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir,
tempat usaha penyalur, atau tempat penjualan eceran, misalnya “Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang”.

Diisi dengan tanggal mulai berlakunya Keputusan, yaitu tanggal setelah berakhirnya Keputusan
lama. Misalnya Keputusan lama berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2018, maka Keputusan
Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2018".

Diisi dengan masa berlaku Keputusan:

1. selama pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, atau importir, masih
melakukan kegiatan usahanya, bagi pabrik, tempat penyimpanan, dan importir. Misalnya
berlaku selama pabrik masih melakukan kegiatan usahanya;

2. tanggal berakhirnya keputusan, bagi penyalur, dan pengusaha tempat penjualan eceran,
misalnya ditetapkan pada tanggal 31 maret 2018, maka berlaku sampai dengan tanggal
“31 Maret 2023".

Diisi dengan pihak yang mendapat salinan keputusan.
Diisi dengan nama kota dimana keputusan ditetapkan.
Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.

Diisi dengan nama Kantor yang menetapkan keputusan, misalnya Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang”.

Diisi dengan nama kepala kantor yang menandatangani keputusan.
Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepala kantor yang menandatangani keputusan.



G. CONTOH TANDA NAMA PABRIK ATAU TEMPAT PENYIMPANAN

e —— 120 i A———
&
| III.I(1 " EEE
&0 cm
T b A A BTl € ) P
NPPBKC: ..........{(4)..........
B
& SRR
CONTOH:
&

PT BKC

PABRIK HASIL TEMBAKAU
NPPBKGC : 112223334-060300-123456789

Jalan Janderal Ahmad Yan Momor 31, RT 01 BW 02,
Kelurshan Rawamangun, Kecamatan Puio Gadung, Kota Jakarta Timur,

& Proving! DK Jakiaria




PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi dengan nama pabrik, tempat penyimpanan, atau tempat usaha importir.

Nomor (2) : Diisi dengan jenis kegiatan usaha, misalnya pabrik, tempat penyimpanan, atau tempat usaha
importir.

Nomor (3) : Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil tembakau”, “hasil pengolahan tembakau

"W

lainnya”, “minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil alkohol”.
Nomor (4) : Diisi dengan angka yang menunjukkan NPPBKC.
Nomor (5) : Diisi dengan alamat lengkap pabrik, tempat penyimpanan, atau tempat usaha importir.



H. FORMAT KEPUTUSAN PERUBAHAN NPPBKC

Menimbang

Mengingat

Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR ............ (&S T

TENTANG

PERUBAHAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI SEBAGAI

...... (2)eveers veeeee(3)ereess. KEPADA .vvveei(4)eeeeeee. DI oceiieii(5)ne.

MENTERI KEUANGAN,

a. bahwa ......... (4)........ telah menyampaikan permohonan perubahan NPPBKC dengan
nomor ....... (6)........ tanggal ....... (72 - dengan melampirkan persyaratan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Cukai mengenai
NPPBKC;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Nomor Pokok Pengusaha
Barang kena Cukai sebagai ......... (2)iiiiiiis s () T kepada .......... 4)......... di
.......... () .

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4917);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian,
Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG

KENA CUKAI ........... (2)eeiiiiiees e, (3)erennn. KEPADA .......... (4).cconnnn. DI......... (5)eicciin.

Mengubah Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai ........ (2).......

........ (3)......... sebagaimana dimaksud dalam .......(8)....... dengan data-data sebagai berikut:

1. NPPBKC P () PP

2. nama perusahaan R ()i

3. alamat perusahaan . (@0 ) P

4, NPWP perusahaan R (@D P

5. nama pemilik N (@7 P

6. alamat pemilik . (13)eiiiiiiiininnns

7. NPWP pemilik T (14)iiiiiiiennn.

8. lokasi e (15) i,

2. s (@R
3. dst
9. kantor yang mengawasi @ . (16).ciiiiininnnnn.

Dalam

hal ........ (2)eiiiies s ((S) P sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTMA tidak

mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka NPPBKC yang telah diberikan
dapat dicabut dan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.



Ditetapkan di
pada tanggal



Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)

Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)

Nomor (11)

Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)
Nomor (18)

Nomor (19)
Nomor (20)

Nomor (21)
Nomor (22)

PETUNJUK PENGISIAN

Diisi dengan nomor surat keputusan

Diisi dengan jenis kegiatan usaha, misalnya pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan,
importir, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran.

"W

Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil tembakau”, “hasil pengolahan tembakau

”ow

lainnya”, "“minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil alkohol”.

Diisi dengan nama pabrik, tempat penyimpanan, importir, penyalur, atau tempat penjualan
eceran yang diberikan perubahan NPPBKC.

Diisi dengan lokasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha penyalur,
atau tempat penjualan eceran yang diberikan perpanjangan NPPBKC.

Diisi dengan nomor surat permohonan perubahan NPPBKC.
Diisi dengan tanggal surat permohonan perubahan NPPBKC.
Diisi dengan keputusan mengenai pemberian NPPBKC.

Diisi dengan angka yang menunjukkan NPPBKC.

Diisi dengan alamat lengkap pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran, yang menyelenggarakan administrasi pemenuhan
Undang-Undang.

Diisi dengan NPWP pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, penyalur, atau
pengusaha tempat penjualan eceran, (NPWP badan hukum dalam hal pengusaha pabrik,
pengusaha tempat penyimpanan, importir, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran,
merupakan badan hukum, NPWP pemilik dalam hal pengusaha pabrik, pengusaha tempat
penyimpanan, importir, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran merupakan orang
pribadi).

Diisi dengan nama pemilik pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan alamat lengkap pemilik pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat
usaha penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan NPWP pemilik pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan alamat lengkap semua lokasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir,
tempat usaha penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan nama kantor yang mengawasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir,
tempat usaha penyalur, atau tempat penjualan eceran, misalnya “Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang”.

Diisi dengan pihak yang mendapatkan salinan keputusan
Diisi dengan nama kota dimana keputusan ditetapkan.
Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.

Diisi dengan nama Kantor yang menetapkan keputusan, misalnya Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang”.

Diisi dengan nama kepala kantor yang menandatangani keputusan.
Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepala kantor yang menandatangani keputusan.



I. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEKUAN NPPBKC

Menimbang

Mengingat

Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR ............ (1) eerireeenn,

TENTANG

PEMBEKUAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI SEBAGAI

..... (2)eeeies veeeeei(3)eneees. ATAS NAMA ..o u(4)eeeeeee. DI e (5) e

a. bahwa pemegang NPPBKC atas nama ........ (4)....... di....... (5)....... telah ....... (6)....... ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembekuan Nomor Pokok Pengusaha
Barang kena Cukai sebagai ...... (2)eiiiis i (3).inennnn atas nama ....... (4)....... di
......... ()

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4917);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian,
Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEKUAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG

KENA CUKAI SEBAGAI ........ (2)iiiiiiin e () ATAS NAMA ........ (4)....... DI ...... (5)......

Membekukan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) ...... () PR (3)......

sebagaimana dimaksud dalam ....... (7)...... dengan data-data sebagai berikut:

1. NPPBKC L e (€3) PRI

2. nama perusahaan R, ()

3. alamat perusahaan N () PR

4, NPWP perusahaan . (@R0) P

5. nama pemilik R, (@) T

6. alamat pemilik N (@7 PP

7. NPWP pemilik . (13) i e

8. lokasi ol (14).oiiiiiiinnns

2. e (@ P
3. dst.

9. kantor yang mengawasi R, (15) i s

Dengan dibekukannya NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, ........ (@3 P

....... (3)......... tidak diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha di bidang cukai tanpa

mengurangi kewajiban yang harus diselesaikan kepada negara.

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di .......... (17)eeiinnnnns
pada tanggal .......... (18)..cvnnnennn.



Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)

Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)

Nomor (10)

Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16)

Nomor (17)
Nomor (18)

Nomor (19)
Nomor (20)

PETUNJUK PENGISIAN

Diisi dengan nomor surat keputusan.

Diisi dengan jenis kegiatan usaha, misalnya pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan,
importir, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran.

Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya "hasil tembakau”, "hasil pengolahan tembakau

/N

lainnya”, "minuman mengandung etil alkohol”, atau "etil alkohol”.

Diisi dengan nama pabrik, tempat penyimpanan, importir, penyalur, atau tempat penjualan
eceran yang NPPBKC dibekukan.

Diisi dengan lokasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha penyalur,
atau tempat penjualan eceran yang NPPBKC dibekukan.

Diisi dengan alasan pembekuan NPPBKC sesuai peraturan perundang-undangan di bidang cukai
Diisi dengan keputusan mengenai pemberian NPPBKC
Diisi dengan angka yang menunjukkan NPPBKC.

Diisi dengan alamat lengkap pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran yang NPPBKC dibekukan.

Diisi dengan NPWP pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, penyalur, atau
pengusaha tempat penjualan eceran, (NPWP badan hukum dalam hal pengusaha pabrik,
pengusaha tempat penyimpanan, importir, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran,
merupakan badan hukum, NPWP pemilik dalam hal pengusaha pabrik, pengusaha tempat
penyimpanan, importir, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran merupakan orang
pribadi).

Diisi dengan nama pemilik pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan alamat lengkap pemilik pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat
usaha penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan NPWP pemilik pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan alamat lengkap lokasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat
usaha penyalur, atau tempat penjualan eceran yang NPPBKC dibekukan.

Diisi dengan nama kantor yang mengawasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir,
tempat usaha penyalur, atau tempat penjualan eceran, misalnya “Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang”.

Diisi dengan pihak yang mendapat salinan keputusan.
Diisi dengan nama kota dimana keputusan ditetapkan.
Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.

Diisi dengan nama Kantor yang menetapkan keputusan, misalnya Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang”.

Diisi dengan nama kepala kantor yang menandatangani keputusan.
Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepala kantor yang menandatangani keputusan.



J. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUKAN KEMBALI NPPBKC

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR ............ (&S T

TENTANG

PEMBERLAKUAN KEMBALI NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
SEBAGAI ....... (2)eeiies e (3).ene.. ATAS NAMA ........ (4)....... DI........ (5)eeeee..

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa pemegang NPPBKC atas nama ........ 4)........ di .o (5).ciiinnns telah
........ (6)ceennnns;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberlakuan Kembali Nomor Pokok
Pengusaha Barang kena Cukai sebagai ......... () PP () - atas nama
......... @)oo diviiieieni(5) i
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4917);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian,
Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERLAKUAN KEMBALI NOMOR POKOK
PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI SEBAGAI ....... (2)eiiiies s (€S) . ATAS NAMA
....... (4)......DI........(5).......

PERTAMA :  Memberlakukan kembali Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai
...... (2)eeiies eevienii(3)........ sebagaimana dimaksud dalam .......(7)....... dengan data-data
sebagai berikut:

1. NPPBKC P (€3) FETTI T
2. nama perusahaan R ()i
3. alamat perusahaan . (9) i
4, NPWP perusahaan R (@ 0) P
5. nama pemilik N (@) PO
6. alamat pemilik . (12)iiiiiiiiiinnns
7. NPWP pemilik T (@S ) T
8. lokasi e . (14) i,
2. . (14)iiiiiiienn.
3. dst.
9. kantor yang mengawasi R (15) i,

KEDUA : Dengan diberlakukannya kembali NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA,
......... (2).eeiier veveennn(3)........ dapat menjalankan kembali kegiatan usaha di bidang cukai.

KETIGA :  Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. (16).cevnnnnn...
2. e (16).cevvennnn..
3. (@NC) P

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di .......... (17)eeiinnnnns
pada tanggal .......... (18)..cvunnennn.



Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)

Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)

Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)

Nomor (14)

Nomor (15) :

Nomor (16)
Nomor (17)
Nomor (18)
Nomor (19)

Nomor (20) :
Nomor (21) :

PETUNJUK PENGISIAN

Diisi dengan nomor surat keputusan.

Diisi dengan jenis kegiatan usaha, misalnya pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan,
importir, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran.

"W

Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil tembakau”, “hasil pengolahan tembakau

”ow

lainnya”, "“minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil alkohol”.

Diisi dengan nama pabrik, tempat penyimpanan, importir, penyalur, atau tempat penjualan
eceran yang NPPBKC diberlakukan kembali.

Diisi dengan lokasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha penyalur,
atau tempat penjualan eceran yang NPPBKC diberlakukan kembali.

Diisi dengan alasan pemberlakuan kembali NPPBKC sesuai peraturan perundang-undangan di
bidang cukai.

Diisi dengan keputusan mengenai pembekuan NPPBKC.
Diisi dengan angka yang menunjukkan NPPBKC.

Diisi dengan alamat lengkap pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran yang NPPBKC diberlakukan kembali.

Diisi dengan NPWP pabrik, tempat penyimpanan, importir, penyalur, atau tempat penjualan
eceran yang NPPBKC diberlakukan kembali.

Diisi dengan nama pemilik pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan alamat lengkap pemilik pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat
usaha penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan NPWP pemilik pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan alamat lengkap lokasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat
usaha penyalur, atau tempat penjualan eceran yang NPPBKC diberlakukan kembali.

Diisi dengan nama kantor yang mengawasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir,
tempat usaha penyalur, atau tempat penjualan eceran, misalnya "Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang”.

Diisi dengan pihak yang mendapat salinan keputusan.
Diisi dengan nama kota dimana keputusan ditetapkan.
Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.

Diisi dengan nama Kantor yang menetapkan keputusan, misalnya Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang”.

Diisi dengan nama kepala kantor yang menandatangani keputusan.
Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepala kantor yang menandatangani keputusan.



K. FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN NPPBKC
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR ............ (1) eerireeenn,

TENTANG

PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI SEBAGAI
....... (2)eeeies veeeeei(3)ereees. ATAS NAMA ..o u(4)eeeeeee. DI (5

Menimbang bahwa pemegang NPPBKC atas nama ....... (4)....... di....... (5)....... telah ....... (6)....... ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha

Barang kena Cukai sebagai ....... (2)ciiiiien s (€S) P atas nama ........ (4)....... di

oo

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian,
Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG
KENA CUKAI SEBAGAI ......... (@23 FA (€S) ATAS NAMA ........ (4)....... DI........ (5).......
PERTAMA : Mencabut Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai ......... (2)........
...... (3)...... sebagaimana dimaksud dalam ........(7)........ dengan data-data sebagai berikut:
1. NPPBKC L e (€3) PRI
2. nama perusahaan R, ()
3. alamat perusahaan N () PR
4, NPWP perusahaan . (@R0) P
5. nama pemilik R, (@) T
6. alamat pemilik N (@7 PP
7. NPWP pemilik . (13)eeiiiiiiiiiennns
8. lokasi ol (14).oiiiiiiinnns
2. e (@ P
3. dst.
9. kantor yang mengawasi R, (15) i
KEDUA : Dengan dicabutnya NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, maka terhadap
barang kena cukai ......... () T (€) E. berlaku ketentuan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan di bidang cukai.
KETIGA :  Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di .......... (17)eennnnn.
pada tanggal .......... (18)iivinnnnnn.



Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)

Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)

Nomor (10)

Nomor (11)

Nomor (12) :

Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)

Nomor (18)
Nomor (19)

Nomor (20)
Nomor (21)

PETUNJUK PENGISIAN

Diisi dengan nomor surat keputusan.

Diisi dengan jenis kegiatan usaha, misalnya pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan,
importir, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran.

"W

Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil tembakau”, “hasil pengolahan tembakau

lainnya”, "“minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil alkohol”.

Diisi dengan nama pabrik, tempat penyimpanan, importir, penyalur, atau tempat penjualan
eceran yang NPPBKC dicabut.

Diisi dengan lokasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha penyalur,
atau tempat penjualan eceran yang NPPBKC dicabut.

Diisi dengan alasan pencabutan NPPBKC sesuai peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
Diisi dengan keputusan mengenai pemberian atau pembekuan NPPBKC.
Diisi dengan angka yang menunjukkan NPPBKC.

Diisi dengan alamat lengkap pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran yang NPPBKC dicabut.

Diisi dengan NPWP pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, penyalur, atau
pengusaha tempat penjualan eceran, (NPWP badan hukum dalam hal pengusaha pabrik,
pengusaha tempat penyimpanan, importir, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran,
merupakan badan hukum, NPWP pemilik dalam hal pengusaha pabrik, pengusaha tempat
penyimpanan, importir, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran merupakan orang
pribadi).

Diisi dengan nama pemilik pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan alamat lengkap pemilik pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat
usaha penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan NPWP pemilik pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan alamat lengkap lokasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat
usaha penyalur, atau tempat penjualan eceran yang NPPBKC dicabut.

Diisi dengan nama kantor yang mengawasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir,
tempat usaha penyalur, atau tempat penjualan eceran, misalnya “Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang”.

Diisi dengan pihak yang mendapat salinan keputusan.
Diisi dengan nama kota dimana keputusan ditetapkan.
Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.

Diisi dengan nama Kantor yang menetapkan keputusan, misalnya Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang”.

Diisi dengan nama kepala kantor yang menandatangani keputusan.
Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepala kantor yang menandatangani keputusan.

Salinan sesuai dengan aslinya

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001



